
 

 

 

 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA  

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  

NOMOR  35  TAHUN  2021  

TENTANG  

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS  DAN TATA KERJA  

DINAS, BADAN DAN INSPEKTORAT   

DI PROVINSI SUMATERA UTARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA , 

 

Menimbang  :    a.  bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur 

Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk 

Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah 

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 

penyederhanaan struktur organisasi;  

b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan k ebijakan 

penyederhanaan birokrasi di  lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan or ganisasi 

dan tata kerja di  lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata 

Kerja Dinas , Badan dan Inspektorat di Provinsi Sumatera 

Utara;  

Mengingat   :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 

 

 

SALINAN 
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2.  Undang -Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan 

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1103);  

3.  Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

4.  Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesian Nomor 5587)  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali , terakhir denga n Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 N omor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaima na diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 402);  

6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);  
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7.  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);  

 

MEMUTUSKAN : 

Men etapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN 

TUGAS DAN TATA KERJA DINA S, BADAN  DAN INSPEKTORAT  

DI PROVINSI SUMATERA UTARA  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.  

2.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

3.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewena ngan daerah otonom.  

4.  Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang 

selanjutnya disebut sebagai Gubernur.  

5.  Dinas adalah Dinas Provinsi Sumatera Utara.  

6.  Badan adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Utara.  

7.  Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Sumatera 

Ut ara.  

8.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara.  
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9.  Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegaw ai 

Pemerintah dengan p erjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan.  

10.  Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya  untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat 

profesionalisme peny elenggaraan tugas, fungsi dan 

kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan 

penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, 

pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, 

tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian, 

dan pe rlindungan ASN sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku.  

11.  Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 

serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.  

12.  Pejabat Administrasi adalah Pega wai ASN yang menduduki 

Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.  

13.  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.  

14.  Pejabat Fungsional  adalah  Pegawai ASN yang menduduki  

Jabatan  Fungsional  pada  Instansi  Pemerintah.  

15.  Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang -undangan.  

16.  Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.  
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17.  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 

disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada 

APBD Provins i.  

18.  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 

tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.  

 

Pasal 2  

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi:  

a. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas;  dan  

b.  Tugas, Fungsi, Ur aian Tugas dan Tata Kerja Badan dan 

Inspektorat.  

 

Pasal 3  

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas antara lain:  

a. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata;  

b.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan 

Hidup;  

c. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas d an Tata Kerja Dinas Kelautan 

dan Perikanan;  

d.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan;  

e. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan ; 

f.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Pendidikan;  

g. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Kesehatan;  

h.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas  Bina Marga 

dan Bina Konstruksi;  

i.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas P erumahan 

dan Kawasan Permukiman;  

j.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Sumbe r 

Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang;  

k.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas So sial;  

l.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga 

Kerja;  

m.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan A nak;  
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n.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan ; 

o. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas  

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; 

p.  Tugas, Fungsi, Uraian Tuga s dan Tata Kerja  Dinas 

Kependudukan dan Penc atatan Sipil ; 

q. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Des a; 

r.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Komunikasi 

dan I nformatika;  

s. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata K erja  Dinas Koperasi 

dan Usaha Kecil M enengah;  

t.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu P intu;  

u.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Pemuda 

dan O lahraga;  

v. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan  Tata Kerja  Dinas 

Perpustakaan dan A rsip;  

w.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Energi dan 

Sumber Daya M ineral;  

x.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas 

Perindustrian dan P erdagangan;  

y. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas 

Perk ebunan;  

z. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Dinas Tanama n 

Pangan dan Hortikultura; dan  

aa.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Satuan Polisi 

Pamong Praja . 

 

Pasal 4  

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan antara lain:  

a. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerj a Badan 

Penanggulangan Bencana D aerah;  

b.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  

c. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas  dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Daerah ; 
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d.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Badan 

Perencanaan Pembangunan D aerah;  

e. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Badan 

Pengembangan Sumber Daya M anusia;  

f.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Badan  Penelitian 

dan Pengembangan ; 

g. Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan  

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah ; 

h.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Badan 

Penghubung;  

i.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Badan Kesatuan 

Bangsa dan P olitik ; dan  

j.  Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja  Inspektorat.  

 

BAB II  

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 

Pasal 5 

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang 

Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan 

Provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.  

(2) Dinas menyelenggarakan fungsi:  

a. perumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, 

cagar budaya,  permuseuman, warisan budaya, destinasi 

pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekono mi 

kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak 

intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya ; 

b.  pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, 

cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dest inasi 

pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi 

kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak 

intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya ; 

 

 

c. pelaksanaan evaluasi kebudayaan, kesenian tradisional, 

cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi 
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pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan 

ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan 

hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata 

dan ekonomi kreatif sesuai d engan lingkup tugasnya ; 

d.  pelaksanaan pelayanan administrasi kebudayaan, 

kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, 

warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran 

pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui 

pemanfaatan dan perlindungan hak intele ktual, 

pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi 

kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;  dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

(3) Kepala Dinas  mempunyai uraian tugas:  

a. menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, 

menyinkronisasikan , mengendalikan tugas dan fungsi 

Dinas ; 

b.  menyelenggarakan penetapan program kerja dan 

rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan 

pembangunan nasional dan pembangunan daerah ; 

c. menyelenggarakan penet apan pengkajian dan 

menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan 

umum dan kebijakan Pemerintah Daerah ; 

d.  menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan 

pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah di  bidang kebudayaan dan 

pariwisata ; 

e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan program bina seni budaya, bina 

sejarah dan kepurbakalaan, bina pemasaran pariwisata 

dan objek dan usaha pariwisata ; 

f.  menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan 

rekomendasi mengenai kebudayaan  dan pariwisata 

sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah 

daerah ; 

g. menyelenggarakan tela ahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan ; 

h.  menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan 
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instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran 

pelaksanaan kegiatan dinas ; 

i.  menyelenggarakan peng oordinasian penyusunan tugas  

teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi 

kesekretariatan, bina seni budaya, bina sejarah dan 

kepurbakalaan, bina pemasaran pariwisata dan objek dan 

usaha pari wisata ; 

j.  menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam 

rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang kebudayaan 

dan pariwisata ; 

k.  menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga 

kebudayaan dan pariwisata lintas Kab upaten /Kota ; 

l.  menyelenggarakan pengoordinasian  dan membina UPTD; 

m.  menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain ; dan  

n.  menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan 

fungsinya .  

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibantu:  

a. Sekretariat;  

b.  Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

c. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;  

d.  Bidang Bina Pemasaran Pariwisata;  

e. Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata;  

f.  Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari : 

1.  UPTD Taman Budaya ; dan  

2.  UPTD Museum Negeri . 

g. Kelompok  Jabatan Fungsional.  

 

Bagian Kesatu  

Sekretariat  

Pasal 6  

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi 

pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang 

berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum Dinas  

Kebuday aan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.  
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(2) Sekre tariat  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan 

pegawai pada lingkup Sekretariat;  

b.  penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat 

struktur pada lingkup Sekretariat;  

c. penyelenggaraan Instruksi pelaksanaan tugas lingkup 

Sekretariat;  

d.  penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup 

Sekretariat;  

e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan 

standar pelaksanaan administrasi perencanaan, 

keuangan, umum dan kep egawaian serta pelayanan 

umum;  

f.  penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, 

umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai 

ketentuan peraturan perundang -undangan dan standar 

yang telah ditetapkan;  

g. penyelenggaraan peng oordinasian, penyusunan rencana 

pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas 

sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan dan 

standar yang ditetapkan;  

h.  penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, 

sesuai bidang tugas dan fungsinya;  

i.  penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepa la 

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;  dan  

j.  penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala 

Dinas sesuai standar yang ditetapkan.  

(3) Sekretaris mempunyai uraian tugas : 

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan 

kepada pegawai pada lingkup Sekretariat ; 

b.  menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat 

sktruktural pada lingkup Sekretariat ; 

 

 

c. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana 

prog ram kerja Sekretariat, Bidang -Bi dang dan UPTD; 

d.  menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi 
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perencanaan dan program Dinas ; 

e. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program 

kesekretariatan ; 

f.  menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi keuangan ; 

g. menyelenggarakan pengka jian anggaran belanja ; 

h.  menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran 

belanja ; 

i.  menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi keuangan ; 

j.  menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Gubernur dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) Dinas ; 

k.  menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan ; 

l.  menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah 

dinas, kearsipan , pertelekomunikasian dan persandian ; 

m.  menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan 

pelayanan minimal ; 

n.  menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, 

pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan/peralatan kantor ; 

o. menyelenggarakan pe nyusunan bahan rancangan 

pendokumentasian peraturan perundang -undangan, 

pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat ; 

p.  menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan 

kantor ; 

q. menyelengg arakan  administrasi kepegawaian di bidang 

kesejaht eraan, kepangkatan pegawai ; 

r.  menyelenggarakan peng oordinasian dan pembinaan 

jabatan fungsional ; 

 

s. menyelenggarakan peng oordinasian pelaporan, evaluasi, 

monitoring atas kegiatan bidang -bidang lingkup Dinas 

dan UPTD; 
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t.  menyelenggarakan telahaan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan ; 

u.  menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; 

v. menyelenggarakan dan men gatur rapat  Internal Dinas ; 

w.  menyelenggarakan perencanaan, pengoordinasian  

penyusunan proses pengadaan barang dan jasa serta 

pembuatan;  

x.  menyelenggarakan penyusunan laporan dan 

pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai 

standar yang ditetapkan;  dan  

y. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Sekretari s dibantu :  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  

b.  Sub koordinator Keuangan; dan  

c. Subkoordinator Program, Akuntabilitas dan Informasi . 

 

Pasal 7  

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kep egawaian mempunyai 

uraian tugas : 

a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada 

pegawai lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian ;  

b.  melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi 

untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi 

sekretariat ; 

c. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja 

Sekretariat dan Subbagian Umum ; 

d.  melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data 

kepegaw aian ; 

 

 

 

e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, 

peninjauan masa kerja dan pembe rian penghargaan, serta 
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tugas/iz in belajar, pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis ; 

f.  melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin 

pegawai ;  

g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan 

mutasi serta pemberhentian pegawai ;  

h.  melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan 

kesejahteraan pegawai dan jabatan di  lingkunga n Dinas ; 

i.  melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan 

dan ketatalaksanaan kepada unit di  lingkungan Dinas ; 

j.  melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan 

pendokumentasian peraturan perundang -undangan ; 

k.  melaksanakan  administrasi/penatausahaan,  penerimaan, 

pendistribusian, surat -surat, naskah dinas dan arsip ; 

l.  melaksanakan penggandaan naskah dinas ; 

m.  melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat ; 

n.  melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, 

pelayanan umum pelayanan minimal dan 

pendokumentasian surat -surat, barang bergerak dan 

barang tidak bergerak ; 

o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana 

dan prasarana pengurusan rumah tangga, 

pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kenderaan 

dan aset  lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan 

dan layanan kantor ; 

p.  melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan 

monitoring kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian ; 

q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ; 

r.  melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan 

Dinas ;  

s. melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas ; 

t.  melaksanakan pengoordinasian administrasi dan 

pengelolaan kepegawaian pada UPTD; 

 

u.  melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan UPTD; 

v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; 
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w.  melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai 

dengan tugasnya;  dan  

x.  melaksanakan penyusunan pelaporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, ses uai standar 

yang ditetapkan.  

 

Bagian Kedua  

Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif  

Pasal 8  

(1) Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya, Kerjasama 

Lembaga Budaya serta Perfilman dan Pengembangan 

Ekonomi Kreatif.  

(2) Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 

menyelenggarakan fungsi:  

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup 

bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

b.  penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat 

Struktural pada lingkup bidang Seni, Budaya dan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif;  

c. penyelenggaraan pembuatan rencana induk 

pengembangan kebudayaan Provinsi sesuai ke tentuan 

peraturan perundang -undangan dan standar yang 

ditetapkan;  

d.  penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan 

standar pelaksanaan kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota dan standar pelaksanaan tugas  dinas di 

Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif , sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;  

e. penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan 

kebijakan Provinsi mengenai HAKI bidang Kebudayaan;  

 

f.  penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan 

kebijakan Provinsi mengenai kriteria sistem pemberian 



- 15 - 
 

penghargaan/anugerah insan/lembaga yang berjasa di 

bidang kebudayaan;  

g. penyelenggaraan peng oordinasian dan pengendalian 

pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di 

Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif,  sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan dan standar yang ditetapkan;  

h.  penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian 

penerapan kebijakan dan standar di Bidang Seni, Budaya 

dan Pengembangan Ekonomi Kreatif , sesuai ketentuan 

peraturan perundang -undangan da n standar yang 

ditetapkan;  

i.  penyelenggaraan pembinaan revitalisasi seni budaya, 

sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan dan 

standar yang ditetapkan;  

j.  penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;  dan  

k.  penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala 

Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya.  

(3) Kepala Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif mempunyai uraian tugas:  

a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang 

pembinaan seni budaya ; 

b.  menye lenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum dibidang seni budaya ; 

c. menyelenggarakan fasilitasi pemberkasan di Bidang 

kebudayaan;  

d.  menyelenggarakan pembinaan dan tugas di bidang 

Kebudayaan ; 

e. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian bahan/data untuk  penyusunan 

pengembangan dan pelestarian seni budaya rencana 

jangka menengah dan tahunan ; 

 

f.  menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dalam 

meningkatkan apr esiasi  seni budaya dan pengembangan 

ekonomi kreatif ; 
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g. menyelenggarakan koord inasi kegiatan apresiasi seni 

tradisional dan modern ; 

h.  menyelenggarakan kegiatan revitalisasi/ pelestarian seni 

budaya kepada masyarakat ; 

i.  menyelenggarakan peningkatan lembaga budaya dan 

kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat 

dan masyarakat ; 

j.  menyelenggarakan penerbitan rekomendasi pengiriman 

misi kesenian untuk kegiatan seni budaya ; 

k.  menyelenggarakan  pemberian  penghargaan/Anugerah 

bagi insan/ Lembaga Seni Budaya ; 

l.  menyelesaikan kegiatan festival film dan pengembangan 

ekonomi kreatif serta pengawasan pembuatan film oleh 

tim asing ; 

m.  menyelenggarakan perumusan sentra -sentra pemuda dan 

remaja;  

n.  menyelenggarakan kegiatan festival film dan 

pengembangan ekonomi kreatif serta pengawasan 

pembuatan film oleh tim asing, menyelenggarakan 

pembinaan koordi nasi perfilman dan pengembangan 

ekonomi kreatif, produksi, pengedaran dan penayangan 

film ; 

o. menyelenggarakan pembinaan watak/budi pekerti 

bangsa ; 

p.  menyelenggarakan kebijakan mengenai perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang seni, budaya 

dan pen gembangan ekonomi kreatif;  dan  

q. menyelenggarakan pengawasan/monitoring kegiatan 

seni, budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.  

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) 

Kepala Bidang Seni Budaya dan Penge mbangan Ekonomi 

Kreatif dibantu : 

a. Subkoordinator Pengembangan dan Pelestarian Seni 

Budaya;  

b.  Subbkoordinator Kerja Sama Lembaga Budaya;  dan  

c. Subkoordinator Perfilman dan Pengembangan Ekonomi 

Kreatif.  
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Bagian Ketiga  

Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan  

Pasal 9  

(1) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan dibidang pembinaan pelestarian sejarah dan 

kepurbakalaan, informasi sejarah dan kepurbakalaan dan 

perlindungan dan penga wasan.  

(2) Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan menyelenggarakan   

fungsi : 

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup 

bidang sejarah dan kepurbakalaan;  

b.  penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat 

struktural pada lingkup bidang sejarah kepurbakalaan;  

c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan 

konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas  dinas di bidang 

sejarah dan kepurbakalaan;  

d.  penyelenggaraan peng oordinasian dan pengendalian 

pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di 

bidang sejarah kepurbakalaan, sesuai ketentuan 

peraturan perundang -undangan dan standar yang 

ditetapkan;  

e. penyelenggaraan pedoman nasional dan penetapan 

kebijakan Provinsi mengenai perlindungan HAKI di 

bidang kebudayaan;  

f.  penyelenggaraan kebijakan nasional dalam penetapan, 

kebijakan Provinsi mengenai kriteria sistem pemberian 

penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga (Maestro, dll) 

yang berjasa di bidang kebudayaan;  

 

g. penyelenggaraan kebijakan nasional dan penetapan 

kebijakan  Provinsi mengenai kerja  sama luar negeri di 

bidang sejarah kebudayaan skala Provinsi;  
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h.  penyelenggaraan pedoman nasional dan penetapan 

kebijakan provinsi, dibidang penulisan sejarah lokal dan 

sejarah kebudayaan daerah skala Provinsi;  

i.  penyelenggaraan peneta pan kebijakan Provinsi dan 

pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap 

pengembangan kebudayaan daerah skala Provinsi;  

j.  penyelenggaraan penerapan pedoman peningkatan 

pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala 

Provinsi;  

k.  penyelenggaraan pedoman penan aman nilai -nilai sejarah 

dan kepahlawanan;  

l.  penyelenggaraan pedoman penanaman nilai -nilai tradisi 

serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;  

m.  penyelenggaraan pedoman pembinaan lembaga 

kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;  

n.  penyelenggaraan penetapan  kebijakan provinsi mengenai 

database  dan sistem informasi geografi sejarah;  

o. penyelenggaraan penetapan kebijakan provinsi dan diklat 

bidang sejarah;  

p.  penyelenggaraan pedoman mengenai hasil ratifikasi 

konvensi internasional òCultural Diversity, Protection on 

Cultural Landscape, Protection on Cultural dan Natural 

Heritageõõ skala Provinsi;  

q. penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan 

informasi dan publikasi sejarah purbakala dalam 

pemeliharaan, pemanfaatan sejarah kepurbakalaan skala 

Provinsi;  

r.  penyelenggara an pedoman dan penerapan kebijakan 

perlindungan, pengawasan sejarah purbakala dalam 

pemeliharaan, pemanfaatan  sejarah purbakala skala 

Provinsi ; 

 

 

s. penyelenggaraan pedoman dan penerapan kebijakan 

pelestarian sejarah kepurbakalaan dalam pemeliharaan 

dan pema nfaatan sejarah kepurbakalaan skala Provinsi;  

t.  penyelenggaraan penerapan kebijakan dan pengelolaan 

museum di Provinsi;  
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u.  penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya;  

v. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala 

Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya;  dan  

w.  penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala 

Dinas sesuai standar yang ditetapkan.  

(3) Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan mempuny ai 

uraian tugas:  

a. menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup 

bidang sejarah dan kepurbakalaan;  

b.  menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat 

struktural pada lingkup bidang sejarah kepurbakalaan;  

c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan 

konsep  standar pelaksanaan kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas  dinas di bidang 

sejarah dan kepurbakalaan;  

d.  menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian  jangka  

menengah dan tahunan dinas di bidang sejarah dan 

kepurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan dan standar yang ditetapkan;  

e. menyelenggarakan   penyusunan pedoman nasional dan 

penetapan kebijakan Provinsi di bidang penulisan sejarah 

lokal da n sejarah kebudayaan daerah;  

f.  menyelenggarakan penetapan kebijakan  Provinsi 

dibidang  pemahaman  sejarah nasional, sejarah wilayah, 

sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;    

g. menyelenggarakan pelaksanaan dan penetapan kebijakan 

Provinsi mengenai pemb erian  penghargaan tokoh yang 

berjasa terhadap pengembangan kebudayaan;  

 

 

h.  menyelenggarakan penerapan pedoman  peningkatan 

pemahaman sejarah  dan wawasan kebangsaan, 

penanaman nilai -nilai sejarah dan kepahlawanan Skala 

Provinsi;  

i.  menyelenggarakan pedoman pen anaman nila -nilai tradisi 

serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;  
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j.  menyelenggarakan   pedoman pembinaan lembaga 

kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;  

k.  menyelenggarakan penetapan k ebijakan Provinsi 

mengenai data base  dan sistem informasi geografi sejarah 

kepurbakalaan;  

l.  menyelenggarakan     penetapan    kebijakan    Provinsi 

mengenai koordinator dan kemitraan  pemetaan sejarah  

kepurbakalaan skala Provinsi;  

m.  menyelenggarakan   penetapan   kebijakan   dalam 

penyelenggara an diklat bidang sejarah kepurbakalaan;  

n.  menyelenggarakan pedoman mengenai hasil ratifikasi 

konvensi internasional, òCultural Diversity, Protection on 

Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural 

Heritageó skala Provinsi;  

o. menyelenggarakan  penerap an   kebijakan  penyajian  

informasi sejarah kepurbakalaan  dalam pemeliharaan  

dan pemanfaatan  sejarah kepurbakalaan  skala Provinsi;  

p.  menyelenggarakan  penerapan kebijakan  perlindungan, 

pengawasan  dalam  pemeliharaan  dan pemanfaatan 

sejarah kepurbakal aan  skala  Provinsi;   

q. menyelenggarakan penerapan kebijakan  pelestarian 

sejarah kepurbakalaan  dalam  pemeliharaan  dan 

pemanfaatan  sejarah  kepurbakalaan skala Provinsi;  

r.  menyelenggarakan  penetapan  cagar   budaya  skala 

Provinsi;  

s. menyelenggarakan  reg istrasi  Cagar Budaya  dan 

pengusulan  penetapan  Cagar Budaya  Nasional kepada  

Pusat, koordinasi  dan fasilitasi  pengangkatan  peran  

serta masyarakat  dalam  perlindungan, pemeliharaan, 

pemanfaatan  Cagar Budaya skala Provinsi;  

 

t.  menyelenggarakan penera pan  kebijakan  

penyelenggaraan  dan pengelolaan  museum  di Provinsi 

dan penerapan pedoman  pendirian  museum  daerah 

Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi;  

u.  menyelenggarakan penerapan pedoman penelitian 

arkeologi dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air 

ska la Provinsi;  
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v. menyelenggarakan pembuatan  pedoman  perijinan  

membawa Cagar  Budaya  ke luar Wilayah Provinsi;  

w.  menyelenggarakan pembuatan Rencana Induk 

Pengembangan Kebudayaan skala Provinsi;  

x.  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh  Kepala  

Dinas se suai tugas dan fungsinya;  

y. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala 

Dinas dan sesuai bidang tugas dan fungsinya;  dan  

z. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala 

Dinas sesuai standar yang diber ikan.  

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 

Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbak alaan dibantu :  

a. Subkoordinator Pe lestarian Sejarah Kepurbakalaan;  

b.  Subkoordinator Info rmasi Sejarah dan Kepurbakalaan; 

dan  

c. Subkoordinator Perlindungan dan Pengawasan Sejarah 

Kepurbakalaan.   

 

Bagian Keempat  

Bidang Bina Pemasaran Pariwisata  

Pasal 10  

(1) Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintah an di bidang Promosi Pariwisata, Distribusi dan 

Informasi Pariwisata dan Sadar Wisata.  

(2) Bidang Bina Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan 

fungsi:  

a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup 

bidang Bina Pemasaran dan Pariwisata;  

b.  penyelenggaraan arahan, b imbingan kepada pejabat 

struktural pada lingkup bidang pemasaran dan 

pariwisata;  

c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan 

konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah 

Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas  di dinas di 

bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan 
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peraturan perundang -undangan dan standar yang 

ditetapkan;  

d.  penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian 

pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di 

bidang pengembangan, kerjasama promosi wisata,  

informasi dan distribusi serta sadar wisata, sesuai 

ketentuan peraturan perundang ðundangan dan standar 

yang ditetapkan;  

e. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian 

penerapan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata, 

sesuai ketentuan peraturan perundang -und angan dan 

standar yang ditetapkan;  

f.  penyelenggaraan pengkajian pasar wisata daerah, sesuai 

ketentuan peraturan perundang -undangan dan standar 

yang ditetapkan;  

g. penyelenggaraan widya wisata serta mengirim dan 

menerima peserta widya wisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang -undangan dan standar yang 

ditetapkan;  

h.  penyelenggaraan pameran/ event , roadshow  bekerjasama 

dengan instansi terkait;  

i.  penyelenggaraan pengadaan sarana prasarana skala 

Provinsi;  

j.  penyelenggaraan pembentukan perwakilan kantor 

promos i pariwisata di dalam negeri;  

k.  penyelenggaraan penyedia informasi pariwisata ke pusat 

pelayanan informasi pariwisata nasional dan 

pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala 

Provinsi;  

l.  penyelenggaraan event  promosi di Luar Negeri dengan 

koordinasi pemerintah;  

m.  penyelenggaraan pengembangan sistem informasi 

pemasaran pariwisata skala Provinsi;  

n.  tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai 

ketentuan peraturan perundang -undangan dan standar 

yang ditetapkan;  

o. penyelenggaraan laporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan atas tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai 
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prosedur dan ketentuan peraturan perundang -undangan;  

dan  

p.  penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala 

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.  

(3) Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai 

uraian tugas:  

a. menyelenggarakan Road Show event -event  pariwisata 

dalam negeri dan turut serta pada event dalam dan luar 

negeri dengan ketentuan yang ditetapkan ; 

b.  menyelenggarakan penyuluhan Sadar Wisata dan 

penyampaian informasi pariwisata di objek wisata 

Sumatera Utara ; 

c. menyelenggarakan Informasi pariwisata di Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, dan 

Bandara Kuala Namu dan tempat -tempat strategis 

lainnya ; 

d.  menyelenggarakan kegiatan famtrip  bagi media, tour 

operator dan lain -lain dari dalam dan luar negeri ; 

e. menyelenggarakan rapat  Dinas dengan Kabupaten/Kota 

dan stakeholder pariwisata ; 

f.  menyelenggarakan pengadaan bahan -bahan dan lain -lain 

promosi wisata berupa CD, brosur, leaflet , booklet dll.  

untuk kebutuhan promosi pariwisata Sumatera Utara ; 

g. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data 

wisatawan mancanegara dan nusantara serta pangkajian 

pasar wisatawan ; 

h.  menyelenggarakan proses surat menyurat dengan 

instansi terkait dan stakeholder  pariwi sata ; 

 

 

i.  menyelenggarakan koordinasi dan kerja  sama dengan 

instansi terkait serta lembaga lainnya dalam upaya 

meningkatkan kunjungan pariwisata Sumatera Utara ; 

j.  menyelenggarakan promosi melalui media cetak, 

elektronik, media sosial dan lain -lain ; 

k.  melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas;  dan  

l.  menyelenggarakan tugas  yang diberikan oleh Kepala 

Dinas .  
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(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian t ugas 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 

Kepala Bidang Bin a Pemasaran Pariwisata diba ntu :  

a. Sub koordinator Promosi Wilayah;  

b.  Subkoordinator Distr ibusi dan Informasi  Pariwisata; 

dan  

c. Subkoordinator Sadar Wisata.  

 

Bagian Kelima  

Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata  

Pasal 11  

(1) Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata  mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di Bidang Pengembangan Objek Wisata dan 

Daya Tarik Wisata, Industri dan Usaha Pariwisata . 

(2) Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata  menyelenggarakan 

fungsi:  

a. penyelenggaraan  pemb inaan pegawai pada lingkup 

bidang objek dan usaha pariwisata ; 

b.  penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat 

struktural pada lingkup objek dan usaha pariwisata ; 

c. penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan dan 

penyempurnaan konsep standar pelaksanaan 

kewenanga n daerah Kabupaten/ Kota serta standar 

pelaksanaan tugas  dinas serta rencana jangka 

menengah dan tahunan dibidang pembinaan dan 

pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata, 

usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan 

perundang -undangan dan standar yang ditetapkan ; 

 

d.  penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dan 

pengendalian pembangunan jangka menengah dan 

tahunan dinas dalam pengembangan dan pengelolaan 

objek dan daya tarik wisata serta klasifikasi usaha 

pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang -

undang an dan standar yang ditetapkan ; 

e. penyelenggaraan pembuatan Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata berskala provinsi, sesuai 



- 25 - 
 

standar dan ketentuan peraturan perundang -

undangan ; 

f.  penyelenggaraan penetapan pedoman pembinaan dan 

pengendalian pengembangan objek, daya tarik wisata, 

atraksi dan usaha -usaha pariwisata sesuai ketentuan 

peraturan perundang -undangan dan standar yang 

ditetapkan ; 

g. penyelenggaraan kerjasama internasional 

pengembangan destinasi pariwisata skala Provinsi ; 

h.  penyelenggaraan fasilitasi dan kerjasama 

pengembangan destinasi pariwisata Skala Provinsi;  

i.  penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;  

j.  penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu 

kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan 

fungsinya;  

k.  penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala 

Dinas, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang -undangan.  

(3) Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata  

mempunyai uraian tugas : 

a. menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan dan 

penyajian bahan data objek dan daya tarik wisata serta 

industri dan usaha pariwisata untuk peningkatan 

pelayanan kepariwisataan ; 

b.  menyelenggarakan penyusunan rencana dibidang 

pengembangan objek dan daya tarik wisata serta 

industri dan usaha pariwisata untuk penyusunan 

program pariwisata ; 

c. menyelenggarakan sosialisasi, pengelolaan, pemanfaatan 

objek dan daya tarik, industri dan usaha pariwisata untuk 

pengembangan objek, daya tarik wisata industri dan usaha 

pariwi sata untuk peningkatan pelayanan pariwisata ; 

d.  menyelenggarakan koordinasi dan kerja sa ma dalam 

pengembangan objek wisata, daya tarik, industri dan 

usaha pariwisata dengan masyarakat, pihak swasta dan 
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lintas sektoral dalam rangka pengembangan 

kepariwisataan ; 

e. menyelenggarakan fasilitasi, klasifikasi usaha pariwisata, 

klasifikasi hotel untuk peningkatan pelayanan pariwisata ; 

f.  menyelenggarakan kerja sa ma internasional 

pengembangan destinasi pariwisata skala Provinsi untuk 

peningkatan kepariwisataan ; 

g. menyelenggarakan pembinaan objek dan daya tarik wisata 

serta industri dan usaha pariwisata dalam rangka 

peningkatan program pariwisata ; 

h.  membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan dalam pengembangan SDM 

pariwisata ; dan  

i.  menyelengg arakan tugas lain, yang diberikan Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

(4) Untuk mela ksanakan tugas, fungsi, uraian tugas 

sebagaimana dimaksud p ada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 

Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata dibantu   

oleh :  

a. Subkoordi nator Pengembangan Objek Wisata;  

b.  Subkoordinator Usaha Pariwisata; dan  

c. Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi.  

 

Bagian Keenam  

UPTD Taman Budaya  

Pasal 12  

(1) UPTD Taman Budaya mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan dalam urusan tingkat Provinsi.  

 

(2) UPTD  Taman Budaya  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan  pembinaan, bimbingan, arahan dan 

penegakan disiplin pegawai pada lingkup  UPTD; 

b.  penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data/bahan 

di bidang Taman Budaya ; 
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c. penyelenggaraan penetapan perencanaan dan program 

kegiatan UPTD, sesuai ketentuan peraturan perunda ng-

undangan ; 

d.  penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan 

standar, norma, dan kriteria penyelenggaraan Taman 

Budaya ; 

e. penyelenggaraan pembinaan, monitoring pemantauan, 

fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan pengolahan Taman 

Budaya, sesuai standar yang ditetapkan ; 

f.  penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada 

Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya ; 

g. penyelenggaraan perlombaan seni rupa, seni tari, seni 

teater, dan seni sastra ; 

h.  penyelenggaraan pemberian tugas lain yang diberikan 

kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya ; 

dan  

i.  penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban 

atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai 

standar yang ditetapkan . 

(3) Kepala UPTD Tama n Budaya mempunyai uraian tugas : 

a. menyelenggarakan  pemb inaan  dan kerja sama 

pembinaan/ pengembangan dan pelatihan seni ; 

b.  menyelenggarakan Sarasehan, Lokakarya, Ceramah, 

Diskusi dan Seni karya ; 

c. menyelenggarakan penyeleksian dan pertunjukan seni 

sesuai standar yang ditentukan ; 

d.  menyelenggarakan penyajian baha n/ data beru pa 

rekaman, audio visual dan tertulis ; 

e. menyelenggarakan hubungan informasi dengan sekolah 

dan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyusunan 

jangka menengah dan tahunan untuk publikasi seni;  

 

f.  menyelenggarakan pameran seni rupa, seni lukis, seni 

patung da n seni griya ; 

g. menyelenggarakan perlombaan seni rupa, seni tari, 

seni teater, dan  seni sastra ; 

h.  menyelenggarakan pagelaran seni rupa, seni tari, seni 

teater dan seni sastra ; 
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i.  menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan 

seniman, sanggar seni dan organisasi seni dalam 

pertunjukan seni ; 

j.  menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan 

pengolahan administrasi ruangan UPTD; 

k.  menyelenggarakan tugas, pengolahan perencanaan 

kegiatan UPTD; 

l.  menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan 

pelayanan minimal ; 

m.  menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatausahaan ; 

n.  menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan 

kantor ; 

o. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan 

jabatan fungsional;  

p.  menyelenggarakan peng oordinasian pelaporan, 

evaluasi, monitoring da n kegiatan di UPTD; 

q. menyelenggarakan pengolahan bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan;  dan  

r.  menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan 

fungsinya.  

(4) Untuk  melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 

Kepala UPTD Taman Budaya dibantu : 

a. Subbagian Tata Usaha;  

b.  Seksi Pagelaran Seni Budaya;  dan  

c. Seksi Sarana Prasarana.  

 

 

 

 

 

Pasal 13  

(1) Kepala Subbagian Ta ta Usaha mempunyai uraian tugas : 

a. melaksanakan penyusunan koordinasi rencana kerja 

UPTD Taman Budaya;  

b.  melaksanakan perencanaan dan program UPTD Taman 

Budaya;  
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c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;  

d.  melaksanakan pengendalian administrasi anggaran 

belanja;  

e. melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan;  

f.  melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah 

UPTD, kearsipan, pertelekomunikasian dan 

persandian;  

g. melaksanakan fasilitas pelayanan umum dan 

pelayanan minima l; 

h.  melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, 

pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan 

perlengkapan/ peralatan kantor;  

i.  melaksanakan fasilitas dan pengaturan keamanan 

kantor;  

j.  melaksanakan pengo ordinasian dan pembinaan 

jabatan fungsional;  

k.  melaksanak an pengo ordinasian pelaporan, evaluasi, 

monitoring kepada UPTD Taman Budaya;  

l.  melaksanakan telahaan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan kebijakan kepada  Kepala 

UPTD Taman Budaya;  

m.  melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

n.  melaksanakan dan mengatur rapat  internal Kepala 

UPTD Taman Budaya;  

o. melaksanakan tugas  lain  sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;  

p.  melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugasnya kepada Kepala UPTD Taman Budaya;  dan  

q. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada 

Kepala UPTD Tama n Budaya sesuai bidangnya.  

 

(2) Kepala Seksi Pergelaran Sen i Budaya mempunyai uraian 

tugas : 

a. melaksanakan dan merencanakan, penyelenggaraan   

penyelesaian pertunjukan seni tari, musik, sastra, teater 

dan seni rupa sesuai dengan standar yang ditentukan;  
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b.  melaksanakan dan merencanakan, penyelenggarakan 

penyajian bahan/data berupa rekaman, audio visual dan 

tertulis;  

c. melaksanakan dan merencanakan pergelaran seni, tari, 

musik, sastra, dan teater;  

d.  melaksanakan dan menyelenggarakan pameran seni 

rupa, seni lukis,  seni patung dan seni kriya;  

e. melaksanakan penyelenggara an perlombaan seni rupa, 

seni tari, seni teater, dan seni sastra;  

f.  melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan kerja 

sama pembinaan/ pengembangan dan pelatihan seni;  dan  

g. melaksanakan penyelenggaraan Sara sehan, Lokakarya, 

Ceramah, Diskusi dan Temu Karya.  

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian 

tugas : 

a. melaksanakan koordinasi sanggar -sanggar seni yang  

latihan;  

b.  melaksanakan penyedian sarana tempat latihan seni;  

c. melaksanakan pembuatan jadwal rutin untuk latihan 

sanggar seni;  

d.  melaksanakan penyedia an tempat pergelaran kesenian 

dan tempat pameran seni;  

e. melaksanakan pengusulan sarana dan prasarana untuk 

peralatan kesenian;  dan  

f.  melaksanakan perencanaan, melaksanakan publikasi 

seni.  

 

Bagian Ketu juh  

UPTD Museum Negeri  

Pasal 14  

(1) UPTD Museum  Negeri mempunyai tugas  membantu Kepala 

Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang ketatausahaan, pengembangan dan pengelolaan 

Museum Negeri .  

(2) UPTD Museum Negeri  menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan 

penegakan disiplin pegawai pada UPTD;  
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b.  penyelenggaraan pengolahan dan penyajian 

data/bahan di bidang permuseuman ;  

c. penyelenggaraan penetapan penyusunan dan program 

kegiatan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan;  

d.  penyelenggaraan penetapan penyusunan dan 

penyempurnaan standar, norma dan kriteria 

penyelenggaraan Museum;  

e. penyelenggaraan pembinaan, monitoring / pemantauan, 

fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan permuseuman, 

sesuai standar yang ditetapkan;  

f.  penyelenggaraan pengkajian dan telaahan staf sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, 

sesuai tugas dan fungsinya;  

g. penyelenggaraan pemberian mas ukan kepada kepala 

din as, sesuai tugas dan fungsinya ;  

h.  penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan  

i.  penyelenggaraan penetapan laporan dan pertanggung 

jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala 

din as, sesuai standar yang ditetapkan;  

(3) Kepala UPTD Museum mempunyai uraian tugas : 

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan 

persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup 

UPTD; 

b.  menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/ 

bahan di bidang pengembangan dan pengelolaan 

Museum Negeri;  

 

 

 

 

c. menyelenggarakan penyusunan dan penye mpurnaan 

standar, norma dan kriteria dalam bidang 

pengembangan dan pengelolaan Museum Negeri;  

d.  menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan 

program kegiatan UPTD, sesuai ketentuan peraturan 

perundang -undangan;  
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e. menyelenggarakan  fasilitas pelayanan umum dan 

pelayanan minimal;  

f.  menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan dan 

pendokumentasian sesuai standar yang ditetapkan;  

g. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran 

belanja UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan;  

h.  menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

administrasi keuangan dan kepegawaian, rumah 

tangga UPTD dan urusan umum lainnya;  

i.  menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas 

dan evaluasi penyelenggaraan UPTD, sesuai ketentuan 

peraturan perundang -udangan;  

j.  menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, 

perawatan, pengamanan, benda -benda bukti material 

hasil budaya manusia serta alam lingkungannya yang 

mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu 

pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan;  

k.  menyelenggarakan pelayanan permuseuman;  

l.  menyelenggarakan penyajian dan penelitian koleksi 

benda -benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya 

dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan standar yang 

ditetapkan;  

m.  menyelenggarakan bimb ingan edukatif kerja sama dan 

hubungan antara lembaga dengan berbagai pihak 

dalam kapasitas pengembangan museum, sesuai 

standar yang ditetapkan;  

n.  menyelenggarakan urusan perpustakaan kantor dan 

dokumentasi ilmiah;  

 

o. menyelenggarakan pembinaan dan pengendali an/ 

pengawasan tenaga/kelompok jabatan fungsional, 

sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan;  

p.  menyelenggarakan publikasi dan penyebarluasan hasil 

penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai sejarah, 

budaya dan ilmu pengetahuan;  

q. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan 

Museum;  
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r.  menyelenggarakan fasilitas, pengaturan keamanan dan 

kenyamanan kan tor UPTD; 

s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya;  

t.  menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu 

kepada kepala dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya;  

u.  menyelenggarakan tugas l ain yang diberikan kepala 

dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;  dan  

v. menyelenggarakan penyusunan, penetapan pelaporan 

dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya 

kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.  

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi  dan uraian tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), 

Kepala UPTD Museum Negeri  dibantu : 

a. Subbagian Tata Usaha;  

b.  Seksi Koleksi dan Edukasi;  dan  

c. Seksi Konservasi dan Preparasi.  

 

Pasal 15  

(1) Kepala Subbagian Ta ta Usaha mempunyai uraian tugas : 

a. melaksanakan penyusunan program Kerja Subbagian 

Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

b.  melaksanakan pemeriksaan konsep program kerja 

UPTD Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara;  

c. melaksanakan persiapan pelaksanaan program 

kegiatan perencanaan dan tatalaksana;  

 

 

d.  melaksanakan perencanaan kegiatan sosialisasi, 

pembinaan dan pengembangan museum;  

e. melaksanakan persiapan pelaksanaan program 

kegiatan kepegawaian;  

f.  melaksanakan persiapan pelaksanaan program 

kegiatan keuangan dan angg aran belanja;  




